PERATURAN BUPAT! BENGEKAYANG
NOMOR: &4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEENTUKAN, SUSUNAN ORCGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KEEJA UNIT PELAKSANA TEENIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang 1 a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangikat Daerall, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkayang;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tehun 1999 {entang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Ind G639
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 5587), sebagaimans telah
diubah heberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor




Menetapkan
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187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
engkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11} sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 4};
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi dan tata Kerja Dinas Perrhubungan Kabupaten
Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN XENDARAAN
SERMOTOR KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Duerah adaleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi wewenang daerah otonorm. -

Kepala Deerah adalah Bupati Bengkayang.

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan;

Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintanan di bidang perhubungan;

Aparatur 3ipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjaniian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang



Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis operasional pada dinas yang menangani urusan
pemerintahan di bidang Perhubungan di Kabupaten Bengkayang.

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional
tertentu yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan

fungsiona. tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
keahliannya.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
pada Dinas ditetapkan dengan tipelogi A.

BAB 111
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis
operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yvang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melakukan

kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPTD pengujian kendaraan bermotor menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan rencana dan program kerja;

b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor;

c. pengolahan dan analisis bahan perumusan kebijakan teknis pada UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor;

d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD menyelenggarakan
urusan antara lain :

Surat menyurat;

Kearsipan;

Rumah tangga;

Inventarisasi barang;

Perlengkapan;

Perjalanan dinas kerjasama;

Hukum;

Hubungan Masyarakat;

Keprotokolan;

Arsip; dan

Dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan
ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kegiatan:
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. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan,;

pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;

pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu,
hubungan masyarakat dan keprotokolan;

. pengelolaan urusan rurnah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan

kantor;

penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan
pegawai;

penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian
meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian,
mutasi, pensiun dan cuti;

penviapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi
pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian
tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai,

penviapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
penviapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar
Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi
absensi;

penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian,;

pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada
pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang

tugas
Bagilan Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) huruf ¢, terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil negara (ASN) dalam
jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di
bidang tertentu.

Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada #ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal ©

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun unit kerja
di wilayah kerjanya.

Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara
periodik dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.



(3) Dalam pelaksanaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor, wajib
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupatan Bengkayang.

BAB YV
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang serta penerimaan dari sumber lain yang
sah.

BAB VII
e 2 KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 SPlumbas 2023
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Diundangkan di Bengkayang : \;;M I‘*/

pada tanggal 15 Scphember 2023 o

DAERAH
KABUPATEN YANG

‘ ‘-w A
BERY m, 3 --«-v/‘ ABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR .. 24
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN SRR i s T

KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR . 24 TAHUN 2023
TANGGAL 5 Seppermbas 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN CRGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
PENGUIJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
KELOMPOK JABATAN . KEPALA SUB BAGIAN TATA |
FUNGSIONAL USAHA
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